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TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar disesuaikan
dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu
dilakukan perubahan,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudb.
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun
2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan3.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679):

S4. Peraturan ...



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135),
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161),
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5258):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887),
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 163, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037):
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
2016 Nomor 9),

4.

5.

6.

7.

8.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar
(Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 38) diubah sebagai
berikut:

1. Diantara v



1.Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4 A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 A

(1) Selain TPP diberikan berdasarkan kelas jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya sebagai perhitungan insentif.

(2) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) TPP diberikan kepada:
a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah: dan
b. PNS yang Diperkerjakan atau Diperbantukan pada Pemerintah Daerah.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang ditunjuk sebagai
pelaksana tugas (Plt) diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksana tugas (Pit) berada dalam jabatan setingkat di atas jabatan

definitif yang diembannya, diberikan TPP sebesar jabatan yang
diembankannya, dan

b. Pelaksana tugas (Plt) berada dalam jabatan yang setingkat, diberikan
tambahan TPP sebesar 306 dari jabatan yang diembankannya.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan formasi
jabatan sebagai Pejabat Fungsional, namun belum dilantik dalam Jabatan
Fungsional dimaksud, diberikan TPP sebasar 804 dari TPP Jabatan
Fungsional yang akan diembannya.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PNS dilarang menerima honorarium, kecuali honorarium:
a. narasumber, dan
b. panitia seleksi dan sekretariat panitia seleksi terbuka Pimpinan Tinggi

Pratama.
(2) PNS tidak diberikan tunjangan penghasilan lainnya seperti tunjangan profesi

kecuali memilih salah satu antara TPP atau tunjangan penghasilan lainnya.
(3) Bagi pejabat administrasi pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan

Puskesmas hanya dapat dibayarkan TPP dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf (a).

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut besaran TPP berdasarkan kelas jabatan diatur dengan
Peraturan Bupati sendiri.

Pasal II N



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 10 Maret 2020
BUPATI TANAH DATAR,
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